
 
 
 
 

 

WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR 10 TAHUN  2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 46 TAHUN 
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANJARBARU, 
 
Menimbang 

 

 

: 

 
 
 
 
 
 

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja 
Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi 
Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 
Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efesiensi Belanja 
Dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang 
Penyesuaian Pendapatan dan Efesiensi Belanja Daerah 
Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Petunjuk Teknis dari 
Kementerian Teknis lainnya terkait penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik serta 
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal  
24 Februari 2025 yang mengabulkan perkara perselisihan 
hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 
daerah serentak Tahun 2024 serta menindaklanjuti 
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah 
Daerah dapat mendanai keadaan darurat termasuk 
keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya 
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat 

B 

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 673); 

 

3. Undang-Undang... 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140); 

 

 

 

 

11. Peraturan… 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6909); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738)); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

 

 

 

 

21. Peraturan... 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6385); 

24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 112); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 ); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 11); 

29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 
Nomor 8; 

30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2021 Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12); 

 

 

 

 

 

32. Peraturan… 
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32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2023 Nomor 13); 

33. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2022 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 2024 
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 48); 

34. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 25); 

   

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 46 TAHUN 2024 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46) diubah sebagai 
berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 
 

(1)   Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 
(2)   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah 

Rp1.613.473.728.245,00 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Pendapatan Daerah sejumlah  
1. Semula       Rp   1.486.166.705.725,00  
2. Bertambah/(berkurang)    Rp         (6.114.018.000,00) 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  Rp   1.480.052.687.725,00 

 
b. Belanja Daerah Sejumlah  

1. Semula       Rp   1.613.473.728.245,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp         (6.114.018.000,00) 

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan  Rp   1.607.359.710.245,00  
  Surplus/(Defisit) setelah Perubahan             Rp  (127.307.022.520,00) 
 

c. Pembiayaan Daerah : 
1. Penerimaan   

a) Semula      Rp      127.307.022.520,00 
b) Bertambah/(berkurang)   Rp                      00,00 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp      127.307.022.520,00 

2. Pengeluaran  
a) Semula      Rp               00,00    

 
 
 
 

b) Bertambah... 
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b) Bertambah/(berkurang)   Rp                             00,00 
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp                             00,00 
Jumlah Pembiayaan Netto  
Setelah Perubahan    Rp               00,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Setelah Perubahan    Rp                             00,00 

 
(3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 huruf a terdiri 

dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah        

1. Semula      Rp      431.046.527.380,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                        00,00 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
Setelah Perubahan      Rp      431.046.527.380,00 

 
b. Pendapatan Transfer sejumlah         

1. Semula      Rp   1.055.120.178.345,00  
2. Bertambah/(berkurang)    Rp         (6.114.018.000,00) 
Jumlah Dana Perimbangan 
Setelah Perubahan      Rp   1.049.006.160.345,00 

 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah      

1. Semula      Rp                            00,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00 

Jumlah  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Setelah Perubahan      Rp            00,00 
 

(4) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah     

1. Semula      Rp      267.939.923.010,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00 
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan  Rp      267.939.923.010,00 

 
 

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah        
1. Semula      Rp       28.506.994.500,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                           00,00   
Jumlah Retribusi Daerah 
Setelah Perubahan      Rp        28.506.994.500,00 

 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah   

1. Semula      Rp        12.400.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00   

Jumlah  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Setelah Perubahan      Rp        12.400.000.000,00 

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah  

1. Semula      Rp      122.199.609.870,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00  
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah  
Setelah Perubahan       Rp      122.199.609.870,00 

 
(5)   Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah 

1. Semula      Rp      966.141.720.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp         (8.614.018.000,00) 

 
 
 
 

Jumlah... 
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Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat 
Setelah Perubahan      Rp      957.527.702.000,00 
 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah      

1. Semula      Rp       88.978.458.345,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp         2.500.000.000,00   
Jumlah Dana alokasi umum  
Setelah Perubahan      Rp       91.478.458.345,00 

  
(6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
   

a.  Pendapatan Hibah sejumlah        
1. Semula      Rp                            00,00  
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00   
Jumlah Pendapatan Hibah 
Setelah Perubahan      Rp                            00,00 

 
(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 
 

a. Belanja Operasi sejumlah 
1. Semula      Rp   1.233.411.653.430,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp         (9.016.154.620,00)  

Jumlah Belanja Operasi 
Setelah Perubahan      Rp   1.224.395.498.810,00 
 

b. Belanja Modal sejumlah        
1. Semula      Rp      377.748.074.565,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp          1.878.840.114,00 
Jumlah Belanja Modal 
Setelah Perubahan      Rp      379.626.914.679,00 

 
 

c.   Belanja Tidak Terduga sejumlah        
1. Semula      Rp          2.314.000.250,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp           1.023.296.506,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
Setelah Perubahan     Rp          3.337.296.756,00 

 
d.   Belanja Transfer sejumlah 

1.   Semula      Rp            00,00   
2.   Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00 

                   Jumlah Belanja Transfer 

                   Setelah Perubahan     Rp                   00,00 
 

(8)   Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah        

1. Semula      Rp      566.592.736.684,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp              685.276.826,00  
Jumlah  Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan      Rp      567.278.013.510,00 

 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 

1. Semula      Rp      616.060.532.846,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp       (23.142.846.446,00) 

 
 
 
 
 

Jumlah… 
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Jumlah  Belanja Barang dan Jasa 
Setelah Perubahan     Rp      592.917.686.400,00 
 

c. Belanja Subsidi sejumlah 

1. Semula      Rp             808.700.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp             583.200.000,00 
Jumlah  Belanja 
Setelah Perubahan      Rp       1.391.900.000,00 

 
d. Belanja Hibah sejumlah 

1. Semula      Rp        45.412.483.900,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp        12.858.215.000,00   
Jumlah  Belanja Hibah  
Setelah Perubahan      Rp        58.270.698.900,00 

 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 

1. Semula      Rp          4.537.200.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00   
Jumlah  Belanja Bantuan Sosial 
Setelah Perubahan      Rp          4.537.200.000,00 
  

(9)   Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari jenis 
belanja : 
1. Belanja Modal Tanah sejumlah         

1. Semula      Rp             320.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                             00,00 
Jumlah Belanja Modal Tanah 
Setelah Perubahan      Rp             320.000.000,00 
 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah      
1. Semula      Rp        53.077.918.114,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp            (189.611.000,00)  
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Setelah Perubahan      Rp        52.888.307.114,00 

 
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah     

1. Semula      Rp      136.436.169.203,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp          1.046.695.000,00   
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Setelah Perubahan      Rp      137.482.864.203,00 

 
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah    

1. Semula      Rp      177.211.843.848,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp          1.016.756.114,00   

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 
Setelah Perubahan      Rp      178.228.599.962,00 
 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah     
1. Semula      Rp        10.397.143.400,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                 5.000.000,00 
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
Setelah Perubahan      Rp        10.402.143.400,00 

 
6. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah     

1. Semula      Rp            305.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00   
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya 
 
 
 
 
 

Setelah... 
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Setelah Perubahan      Rp            305.000.000,00 
 

 
(10) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri 

dari jenis belanja : 
Belanja Tidak Terduga 
1. Semula      Rp          2.314.000.250,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp          1.023.296.506,00 
Jumlah Belanja Tidak Terduga  
Setelah Perubahan      Rp           3.337.296.756,00 
 

(11) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri dari 
jenis belanja : 

Belanja Bantuan Keuangan 
1.  Semula      Rp              00,00 
2. Bertambah/(berkurang)   Rp                            00,00 
Jumlah Belanja Transfer  
Setelah Perubahan      Rp              00,00 

 
(12) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 

: 
a. Penerimaan sejumlah 

1. Semula      Rp      127.307.022.520,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp               00,00  

Jumlah Penerimaan   
Setelah Perubahan      Rp      127.307.022.520,00 
 

b. Pengeluaran sejumlah 
1. Semula      Rp             00,00   
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00              
Jumlah Pengeluaran   
Setelah Perubahan      Rp             00,00   

  
(13) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah 

1. Semula      Rp      127.307.022.520,00 
2. Bertambah/(berkurang)            Rp               00,00  
Jumlah  SiLPA Tahun Sebelumnya 
Setelah Perubahan      Rp      127.307.022.520,00 
 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah 
1. Semula      Rp             00,00 
2. Bertambah/(berkurang)            Rp                            00,00  

Jumlah  SiLPA Tahun Sebelumnya 
Setelah Perubahan      Rp             00,00 

 
(14) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah 

1. Semula      Rp              00,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00 
Jumlah Penyertaan Modal Daerah 
Setelah Perubahan      Rp              00,00 

   
b. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 

1. Semula      Rp                            00,00 
 
 
 
 
 

2. Bertambah... 
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2. Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,00 
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 
Setelah Perubahan      Rp                            00,00 

 

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
lapiran Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 
 
 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 17 Maret 2025 
    
WALI KOTA BANJARBARU, 

 ttd 

 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 
 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 17 Maret 2025 
  
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

 ttd 

 SUBHAN NOR YAUMIL 

 
      BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 10 


